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Abstrak
Artikel ini membahas tentang Koordinasi Camat Dalam Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Di Kecamatan Gubung Tabur Kabupaten berau. Dengan fokus penelitian yang meliputi  prinsip koordinasi secara integrasi dan singkronisasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan  langkah, tindakan, sikap serta kebijakan antar pejabat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk serta penyelarasan koordinasi secara internal dan eksternal agar tercapai hasil guna dan daya guna sesuai dengan peraturan  pemerintah yang berlaku untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan secara Nasional.
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Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelayanan publik tentang administrasi kependudukan telah disebutkan dalam pasal 14 yakni urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan aspek penting dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dimana dokumen kependudukan dibuat dan selanjutnya digunakan oleh penduduk untuk menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri. 
1 Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Erry, Prodi IP Fisip Unmul).

2 Mahasiswa tingkat akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : anggriawan_erry@yahoo.com

Dalam pelayanan publik tentang administrasi kependudukan telah disebutkan dalam pasal 14 yakni urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan aspek penting dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dimana dokumen kependudukan dibuat dan selanjutnya digunakan oleh penduduk untuk menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri, namun administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri.

Hingga saat ini setidaknya ada dua sistem administrasi kependudukan yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu (a) Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; (b) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Akan tetapi masih adanya kelemahan dan kekurangan pada kedua sistem tersebut membuat pemerintah berinisiatif untuk merubah sistem administrasi kependudukan yang masih diterapkan saat ini menjadi sistem pengelolaan pendaftaran penduduk dengan menerapkan elektronik KTP.

Koordinasi dalam pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama dimana dalam pelaksanaannya sampai pada pengawasan dan pengendalian. Koordinasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, akan tetapi juga ditingkat pemerintah daerah. Dalam hal ini camat sebagai kepala wilayah tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya, camat berkewajiban memimpin perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang.
Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Kurangnya koordinasi baik daerah maupun dipusat dapat mengakibatkan kesaratan, kemacetan dan pemborosan. Koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
Artikel ini menyoroti fungsi Camat sebagai penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan, pelaksanaan koordinasi kegiatan camat mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan guna mendukung suksesnya pemilu, pilkada, meningkatnya keamanan negara, mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional. 

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 2(dua) minggu, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan serta pengamatan secara langsung di lapangan.

Agar analisis ini memiliki pijakan teoritis, pada bagian berikutnya akan dibahas terlebih dahulu keragka dasar teori sebelum memfokuskan pembahasan tentang koordinasi camat dalam penerapan e-KTP tersebut. Adapun koordinasi yang dilakukan camat dalam penerapan e-KTP tersebut akan dicoba untuk dipaparkan.
Kerangka Dasar Teori

Koordinasi
Koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan daripada bagian-bagian tersebut selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Pendapat lain mengatakan koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau yang berbeda-beda agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan pada saat yang telah ditetapkan. Dari fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengaktifitaskan pembagian kerja. Koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi karena serangkaian kegiatan menyusun, menghubung-hubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, dengan adanya koordinasi dapat dihindari terjadinya konflik dan kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. 
Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama (Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89))

Secara umum koordinasi memiliki 5 (lima) unsur atau tujuan utama sebagaiman yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001;86), yaitu :
a)Untuk mencegah kekacauan, percekcokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; b) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi; c) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan; d) Agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus saling membantu tercapainya tujuan organisasi; e) Agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang diinginkan.
Pendapat lain mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. (Handoko, 2003:195-196).
Elektronik Kartu Tanda Penduduk
KTP Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa e-KTP adalah elektronik kartu tanda penduduk merupakan kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota. Selanjutnya  Oktaf (2011:2), mengemukakan fungsi dan manfaat dari penggunaan e-KTP, diantaranya :
a. KTP Elektronik merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

b. Mencegah adanya pemalsuan.

c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.

d. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan lain-lain.

e. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia.

f. Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.

g. Pengidentifikasian untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.

h. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

i. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara.

j. Lebih awet penggunaannya sampai 10 tahun. 

Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan KTP elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara nasional.
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Sumber  : Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri RI 
Lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan manfaat e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara yakni diantaranya sebagai berikut :
1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT Pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi.
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu. 

4. Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintahan dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. 
Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 
Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disebut dengan Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) mengenai NIK, menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, NIK berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah ubah, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, dan NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan/ mengurus apa yang diperlukan seseorang. Ada banyak pengertian mengenai pelayanan menurut para ahli diantaranya menurut Kotler (2000), pelayanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak memiliki kepemilikan sesuatu. Selanjutnya Lovelock, Patterson dan Walker (2004) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama yaitu operasi jasa (service operation) dan penyampaian jasa (delivery service) yang diberikan kepada pelanggan (customer). Ada 3 (tiga) bentuk pelayanan yang diutarakan oleh Moenir (1992 : 191), yaitu :

a. Pelayanan dengan lisan, pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas bidang-bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia.

b. Pelayanan melalui tulisan, dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi.

c. Pelayanan dalam bentuk perbuatan, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dalam penjelasan secara lisan.


Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, menurut Thaha (1994) pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan serta memberikan kepuasan kepada publik.


Kurniawan (2006 : 25) mengatakan pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan menurut Soetopo (2007 : 164) pelayanan publik adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.


Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat/ publik;

2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang ingin digunakan publik;

3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik.

Koordinasi Camat dalam Penerapan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur
Koordinasi Camat Dengan Staf Kecamatan dan Lurah
Pada prinsipnya tujuan koordinasi itu adalah untuk mengatur secara tertib dan seirama kegiatan-kegiatan yang ada dalam koordinasi. Guna tercapainya kesatuan tindakan dan kesatuan gerak untuk menghindari terjadinya konflik maupun kekosongan dalam pekerjaan serta untuk mengarahkan kepada satu tujuan yaitu tercapainya tujuan koordinasi yang baik. Dengan demikian camat perlu untuk mengadakan pengkoordinasian dengan pejabat kelurahan maupun dengan staf kecamatan. Bentuk koordinasi yang dilakukan camat yaitu rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh camat dengan tujuan untuk membahas 

program-program apa saja yang ingin dilaksanakan dalam rangka mempercepat tuntasnya pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur
Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan camat bersama staf kecamatan dan kelurahan dalam penerapan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Agenda rapat kantor Kecamatan Gunung Tabur dalam pelaksanaan e-KTP

	Tanggal
	Peserta yang hadir
	Agenda
	Hasil Rapat

	16-01-2012
	Camat, staf kecamatan, pegawai kelurahan ditiap desa
	Pembenahan sarana dan prasarana


	Seluruh peserta rapat sepakat

	20-02-2012
	Camat, staf kecamatan, pegawai kelurahan ditiap desa
	Penyediaan transportasi masyarakat pedalaman
	Seluruh peserta rapat sepakat untuk melaksanakan

	19-03-2012
	Camat, staf kecamatan dan pegawai kelurahan ditiap desa
	Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat
	Seluruh peserta rapat sepakat untuk melaksanakan

	16-04-2012
	Camat, staf kecamatan dan pegawai kelurahan ditiap desa
	Penambahan  tenaga operator e-KTP
	Seluruh peserta rapat sepakat


Sumber : Kecamatan Gunung Tabur Agustus Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bagaimana koordinasi Camat dengan staf kecamatan bersama pejabat kelurahan di Kecamatan Gunung Tabur melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan dengan membahas program atau kegiatan pelaksanaan e-KTP yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang terjadi maupun dalam menerima masukan/saran dari bawahan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
Penduduk yang berada di Kecamatan Gunung Tabur tersebar di sebelas Kelurahan, untuk melakukan proses perekaman e-KTP terhadap seluruh penduduk wajib KTP yang tersebar tersebut perlu adanya koordinasi dalam bentuk pembagian jadwal pelayanan/perekaman e-KTP kepada penduduk wajib KTP yang ingin melakukan perekaman e-KTP bagi masing-masing Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Tabur dengan tujuan agar dalam proses perekaman e-KTP tidak terjadi penumpukan warga dan menghindari adanya antrian yang panjang, sehingga proses perekaman e-KTP dapat berjalan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
Tabel 2

Jadwal Perekaman e-KTP per Kelurahan di Kecamatan Gunung Tabur
	Hari/tanggal
	Kelurahan
	Jumlah RT
	Penduduk Wajib KTP

	Kamis, 1/3/2012
	Gunung Tabur
	14
	3.940

	Jumat,  2/3/2012
	
	
	

	Sabtu,  3/3/2012
	Tasuk
	6
	831

	Senin,  5/3/2012
	
	
	

	Selasa, 6/3/2012
	Birang
	7
	961

	Rabu,   7/3/2012
	
	
	

	Kamis, 8/3/2012
	Maluang
	7
	932

	Jumat,  9/3/2012
	
	
	

	Sabtu, 10/3/2012
	Samburakat
	11
	2.455

	Senin, 12/3/2012
	
	
	

	Selasa, 13/3/2012
	Sambakungan
	8
	1.235

	Rabu,  14/3/2012
	
	
	

	Kamis,15/3/2012
	Merancang Ulu
	8
	1.082

	Jumat, 16/3/2012
	
	
	

	Sabtu, 17/3/2012
	Melati Jaya
	6
	742

	Senin, 19/3/2012
	
	
	

	Selasa, 20/3/2012
	Merancang Ilir
	7
	980

	Rabu,  21/3/2012
	
	
	

	Kamis,22/3/2012
	Pulau Besing
	5
	524

	Jumat, 23/3/2012
	
	
	

	Sabtu, 24/3/2012
	Batu – Batu
	8
	1.102

	Senin, 26/3/2012
	
	
	


Sumber : Jadwal Pelayanan e-KTP Kantor Kecamatan Gunung Tabur Maret 2012
Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa koordinasi camat dengan lurah ditiap Kelurahan dalam pembagian jadwal pelayanan/perekaman e-KTP kepada penduduk wajib KTP bagi masing-masing kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Dimana setiap kelurahan yang  ada di wilayah Kecamatan Gunung Tabur mendapatkan jadwal perekaman e-KTP selama dua hari, sehingga masyarakat/wajib KTP yang tinggal dan tersebar di kelurahan yang berbeda dan telah mendapatkan surat undangan/panggilan untuk melakukan perekaman e-KTP menjadi tahu kapan mereka harus datang ke Kantor Kecamatan Gunung Tabur untuk melakukan proses perekaman e-KTP.
Pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur pada bulan April 2012 mencapai 62,1% atau sebanyak 6.422 dari penduduk wajib KTP 10.325. penduduk yang belum melakukan wajib e-KTP masih tersisa 3.903. Seperti yang ditargetkan  oleh Pemerintah Pusat, yakni semua kecamatan untuk perekaman e-KTP hingga 30 April 2012 harus mencapai 60% perekaman e-KTP. Kecamatan Gunung Tabur dalam melakukan perekaman e-KTP dapat dikatakan sudah mencapai target, yakni mencapai 62,1%.
Koordinasi Camat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Bimbingan Teknis (Bintek)
Untuk mensukseskan program pemerintah dibidang administrasi kependudukan khususnya mengenai penerapan e-KTP,  diperlukan adanya upaya koordinasi Camat Gunung Tabur dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelatihan seperti pemberian bimbingan teknis (bintek) dan pendampingan teknis (damtek) kepada aparatur khususnya tenaga operasional/operator e-KTP sehingga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan seluruh peralatan pendukung e-KTP baik yang bersifat perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).

Pelatihan bimbingan teknis (bintek) yang diadakan oleh Disdukcapil dan telah diikuti oleh staf Kecamatan Gunung Tabur selama bimbingan teknis (bintek) tersebut dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

	Pelaksana Bintek

	Yang Mengikuti Bintek
	Pihak Yang Memberikan Bintek
	Waktu dan tempat
	Materi Yang Disampaikan

	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau
	Pihak Kecamatan Gunung Tabur

Operator e-KTP 3 orang
	Pihak Konsorsium

(PT Sucofindo)

· Pendamping

1 orang

· Moderator

1 orang
	Tempat :

Hotel Pulau Derawan

Waktu :

16 dan  17 September 2011
	· Cara menggunakan peralatan e-KTP

· Proses perekaman data e-KTP


Bimbingan Teknis (Bintek) yang diikuti Kecamatan Gunung Tabur
Sumber : Kantor Kecamatan Gunung Tabur 2012



Dari table 3 diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunung Tabur telah mengikuti bimbingan teknis (bintek) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Meskipun dalam pelaksanaannya hanya terdapat sedikit operator e-KTP yang mengikuti bimbingan teknis (bintek) yaitu 3 orang hal ini disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada Kecamatan Gunung Tabur.

b. Pendampingan Teknis (Damtek)
Selain mengadakan pelatihan bimbingan teknis (bintek), Disdukcapil Kabupaten Berau juga mengadakan pelatihan pendampingan teknis (damtek) kepada pegawai/operator e-KTP yang sebelumnya telah mengikuti bintek. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan di kantor kecamatan yang telah menerima atau telah siap mengoperasikan perangkat e-KTP termasuk di Kecamatan Gunung Tabur. 
Pelatihan pendampingan teknis (damtek) yang diikuti oleh operator e-KTP pada Kantor Gunung Tabur yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4
Pendampingan Teknis (Damtek) yang diikuti Kecamatan Gunung Tabur

	Pelaksana Damtek
	Pihak Yang Mengikuti Damtek
	Pihak Yang Memberikan Damtek
	Waktu dan tempat
	Materi Yang Disampaikan

	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau


	Pihak Kecamatan Gunung Tabur

Operator

e-KTP
(3 orang)
	Pihak Konsorsium

(PT Sucofindo)

· Pendamping

2 orang


	Tempat :

Kantor Kecamatan Gunung Tabur

Waktu : 19 dan 20 November  2011
	Penggunaan peralatan

e-KTP dan kendala-kendalanya.




Sumber : Kantor Kecamatan Gunung Tabur 2012
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunung Tabur telah melaksanakan pendampingan teknis Meskipun waktu pelaksanaannya dari bimbingan teknis menuju tahap pendampingan teknis dalam pelaksanaannya cukup lama. Hal ini dikarenakan untuk pendampingan teknis hanya bisa dilaksanakan ketika peralatan/perangkat e-KTP sudah tersedia di kantor kecamatan tersebut, tujuannya untuk memudahkan operator e-KTP memahami dan dapat mempraktikkan langsung bagaimana cara mengoperasikan keseluruhan perangkat e-KTP yang ada.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi dalam penerapan e-KTP berbasis NIK di Kecamatan Gunung Tabur yaitu kendala internal dan eksternal. dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

                                             Tabel 5
Kendala internal dan eksternal yang dihadapi Camat dalam pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur
	Kecamatan
	Kendala Internal
	Kendala Eksternal

	Gunung Tabur
	a.Perangkat e-KTP yang mudah rusak (Fingerprint Scanner dan Desktop PC)

b.Keterbatasan alat e-KTP

c.Kondisi listrik di Kecamatan


	Kurang antusiasnya masyarakat terhadap pentingnya e-KTP




Sumber : Kecamatan Gunung Tabur Tahun 2012

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gunung Tabur pada dasarnya memiliki kendala dalam penerapan e-KTP yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaiaan target program pemerintah dalam pelayanan masyarakat, yakni masih terkendala masalah perangkat e-KTP yang masih kurang, lambannya perbaikan alat perekaman sidik jari (Fingerprint Scanner) dan alat perekaman data e-KTP (Desktop PC) yang mudah rusak dan masih kurangnya antusias masyarakat akan pentingnya e-KTP.
Kesimpulan


Koordinasi camat dengan lurah di Kecamatan Gunung Tabur mampu meningkatkan kinerja dengan diadakannya rapat koordinasi selama satu bulan sekali tentang penerapan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan penerapan e-KTP. Sebagian rapat membahas tentang permasalahan penerapan e-KTP yaitu membahas pembenahan sarana dan prasarana, penyediaan transportasi bagi masyarakat yang jauh dari kecamatan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.



Koordinasi Camat Gunung Tabur dengan disdukcapil dalam penerapan e-KTP dapat dilihat dalam bentuk penyediaan mesin jenset untuk mengantisipasi mati listrik, pelatihan tenaga-tenaga operator e-KTP seperti bimbingan teknis dan pendampingan teknis, penanganan alat e-KTP yang rusak agar diperbaiki dan mengganti dengan alat e-KTP yang baru.



Kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Gunung Tabur dibagi menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal, yaitu : a) Kendala internal dalam pelaksanaan perapan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur yakni masalah peralatan/perangkat e-KTP yang mudah rusak dan proses pergantian alat dan  perbaikan sangat lamban karena menunggu tenaga ahli dari pihak disdukcapil untuk memperbaiki, keterbatasan dan kurang memadainya ruang pelayanan e-KTP dan ruang tunggu bagi penduduk wajib KTP. b) Kendala eksternal dalam pelaksanaan penerapan e-KTP di Kecamatan Gunung Tabur yakni antusiasme masyarakat saat ini sudah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan rumah/tempat tinggal masyarakat yang jauh dan biasanya memiliki kesibukan sehingga belum ada kesempatan ke kantor kecamatan untuk mengurus e-KTP.
Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Boediono. 2003. Kualitas Pelayanan Publik. Sumatera Utara.
Erry, 2013. Koordinasi Camat Dalam pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Skripsi. Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Mulawarman.
Maloeng, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif.  PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Manila, I.G.K 2001. Manajemen Pemerintah Dalam negeri. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Internet:

http://www.maziatul.com/2010/03/konflik-peran-role-conflict.html
http://cokroaminoto.biogeteri.com/2012/02/18/sumber-data-dalam-penelitian//
http://berita.wordpress.com/2011/08/11/pp-ri-no-19-tahun2008-tentang kecamatan//
http://www.inovasi.net/index.php?file_id=20&class=news&act=read&news_id=43









PERBANKAN/


LEMBAGA KEUANGAN





BKKBN





DEPNAKERTRANS





KPU


(Pemilu, Pemilukada)





DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK





DEP. PERTAHANAN





DEP. AGAMA


(KUA)





DEP. HUKHAM


(IMIGRASI)





BIN





BPN





POLRI





DKP





DEP. KEUANGAN


(PAJAK)





PEMERINTAH 


DAERAH





DEP. SOSIAL





DEP. KESEHATAN





MASYARAKAT/


DUNIA USAHA





BAPPENAS





















































1048
1049

